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Abstract 
The Bali Sejahtera Community-Based Development Program (CBD) is not the only program designed to 
respond to challenges, bringing Balinese families as part of an Indonesian family to live in prosperity. From 
the data collected by the Central Bureau of Statistics, the poverty rate in Bali has increased every year. To 
overcome the problem of poverty, the government has made various efforts by issuing development policies and 
programs by the central and regional governments. The condition of poverty is still a concern in Bali, inspiring 
the outside world, especially the World Bank to participate in overcoming it. Therefore, to implement a policy 
that has been designed by the Provincial Government of Bali, the Provincial Government of Bali in 
collaboration with the World Bank launched the Bali Sejahtera Community Development Program which 
began in 2001. Community Based Development uses a community-based or bottom up development program 
placing the community object program as the manager and main actor of the program in the sense that the 
community is given a full role to determine its own interests or needs in accordance with their potential. This 
program is managed through traditional institutions in Bali through Pakraman village. Badung as one of the 
regencies in Bali is the target of the CBD-Bali Sejahtera program with the number of Pakraman villages 
spread across 6 sub-districts in Abiansemal, Mengwi, South Kuta, Kuta, North Kuta and Petang, with a 
number of poor families as 5,680 households out of the total number 43,497 households. The selection of 49 
Pakraman villages in Badung Regency was the object of research with the reason that, seeing from the 
development of the poverty line in Badung Regency that there was still a percentage of poverty that could be 
categorized as far from the expectation, Badung Regency was the Regency / City in Bali that had the Highest 
Original Income compared to other districts / cities in Bali. The analytical method used is qualitative. 
Keywords: Effectiveness; Poverty. 
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I. PENDAHULUAN 
Hidup sejahtera, adil dan makmur tentu menjadi impian setiap orang, namun impian ini sulit 
terwujud sepanjang masalah kemiskinan belum bisa ditanggulangi secara intensif dan 
berkesinambungan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi 
pusat perhatian pemerintah di Negara manapun.  
Sebagai upaya penyelamatan dan pemulihan keadaan masyarakat miskin, Pemerintah Provinsi 
Bali telah merumuskan sebuah strategi penanggulangan kemiskinan, strategi berupa program 
penanggulangan kemiskinan sebagai bentuk komitmen dan usaha sungguh-sungguh dari pemerintah 
dalam membantu masyarakat miskin dan diharapkan dari program tersebut agar kondisi masyarakat 
berangsur pulih dan pada gilirannya akan mampu menolong diri mereka sendiri sesuai dengan 
pemberdayaan masyarakat yakni melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Dalam rangka 
percepatan proses penanggulangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali melakukan kegiatan 
peningkatan peran serta masyarakat pedesaan dalam pembangunan melalui Program CBD-Bali 
Sejahtera Provinsi Bali dengan sasaran program adalah masyarakat (krama) Desa Pakraman yang ada 
di seluruh Bali. Strategi penanggulangan kemiskinan diimplementasikan dalam kebijakan Pemerintah 
Provinsi Bali berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2001.  
Program CBD-Bali Sejahtera Provinsi Bali dalam perjalanannya yang diawali tahun 2001-
2004 didanai oleh Bank Dunia. Selama periode ini bantuan disalurkan dalam tiga tahapan yakni; 
tahap I tahun 2001/2002 diluncurkan dana Rp. 17 milyar dengan sasaran 170 desa pakraman. Tahap 
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II tahun 2002/2003 diluncurkan dana Rp. 5,6 milyar disalurkan untuk 56 desa pakraman. Selanjutnya 
tahap III tahun 2004 (periode Januari-Oktober) disalurkan kembali CBD lanjutan dengan 
memanfaatkan dana program BUIP sebesar Rp.11 milyar untuk 110 desa pakraman. Dana yang 
disalurkan untuk masing-masing desa pakraman sebesar 100 juta dengan pengaturan realisasinya 
sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Selama 4 (empat) tahun, program CBD ini didanai oleh 
Bank Dunia, namun dana yang disediakan pada periode ini belum mampu menjangkau seluruh desa 
pakraman yang ada di Provinsi Bali yang notabene semua desa pakraman yang ada memiliki KK 
miskin yang relatif banyak.  
Sampai saat ini desa pakraman yang ada di Bali berjumlah 1.553. Dari jumlah itu sementara 
yang baru terkena sentuhan program CBD dari dana Bank Dunia hanya 336 desa pakraman dengan 
cakupan KK miskin 41.122 (data sampai dengan Oktober 2004). Kondisi ini menggambarkan bahwa 
sebagian besar (1.217) desa pakraman di Bali atau 77.325 KK miskin belum menikmati program 
CBD (Legawa Partha,2007:6). 
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkomitmen untuk 
melanjutkan program ini dengan maksud agar kemiskinan di masyarakat Bali dapat ditanggulangi 
secara maksimal. Akhirnya sejak tahun 2005 program ini dilanjutkan dengan menggunakan dana 
yang bersumber dari APBD Provinsi Bali dengan dana pendamping yang disediakan dari APBD 
masing-masing Kabupaten/Kota. Untuk tahun 2005,  dana APBD Bali yang dialokasikan untuk 
program CBD sebesar Rp. 8 milyar untuk 80 desa pakraman, pada anggaran tahun 2006 dialokasikan 
dana sebesar Rp. 20 milyar untuk 200 desa pakraman. Hingga tahun 2006 program CBD telah 
menyasar 616 desa pakraman.  
Badung sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Bali merupakan sasaran program CBD-Bali 
Sejahtera dengan jumlah desa pakraman yang tersebar di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Abiansemal, 
Mengwi, Kuta selatan, Kuta, Kuta Utara, dan Kecamatan Petang, dengan jumlah KK miskin 
sebanyak 5.680 KK dari total jumlah KK sebanyak 43.497 KK.  
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka saya sangat tertarik mengamati atau 
meneliti efektivitas Program CBD-Bali Sejahtera dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 
Badung, dengan alasan sebagai berikut : 
Program CBD-Bali Sejahtera diharapkan menjadi aset atau laba yang ke-3 di Desa Pakraman, 
dimana aset yang pertama di Desa Pakraman adalah laba berupa tanah yang dimiliki oleh Desa 
Pakraman disamping bantuan-bantuan pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat sedangkan laba 
yang kedua yang dimiliki oleh Desa Pakraman adalah LPD., 
Beda CBD-Bali Sejahtera dengan LPD adalah dalam CBD-Bali Sejahtera hanya ada pinjaman 
tidak ada sistem simpanan. Orang yang meminjam sudah ada ketentuannya yakni KK miskin 
sedangkan di LPD adalah usaha yang dilakukan berupa simpan pinjam. 
Prinsip keadilan dalam CBD-Bali Sejahtera tidak harus berdasarkan dibagi atas sama rata 
namun berdasarkan skala prioritas yaitu prioritas utama adalah krama sangat miskin, miskin dan 
hampir miskin. 
Model pendekatan program dalam CBD-Bali Sejahtera adalah berbasis pembangunan 
masyarakat yakni masyarakat yang merencanakan, melaksanakan, bertanggungjawab, mengawasi 
dan melestarikan (berkelanjutan). 
II. KAJIAN PUSTAKA 
Efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang telah ditetapkan (Subagyo, 
2000). Selanjutnya ahli lain berpendapat, bahwa untuk mengetahui dampak pemberian kredit kepada 
masyarakat dapat dilihat pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja 
(Manurung, 1996). 
Penduduk miskin adalah bahwasanya mereka pada umumnya bertempat tinggal di daerah-
daerah pedesaan dengan mata pencaharian pokok di bidang pertanian dan kegiatan kegiatan lainnya 
yang erat berhubungan dengan sektor ekonomi tradisional (Todaro, 1990). 
III. METODE PENELITIAN 
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Metode penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif 
yakni suatu cara yang digunakan untuk mengetahui Efektivitas Program CBD-Bali Sejahtera Provinsi 
Bali dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Badung. 
Responden dalam penelitian ini adalah pegawai pada kantor Bappeda Provinsi Bali dengan 
jumlah sebanyak 14 dari 128 orang pegawai, yang diambil dengan menggunakan teknik bertujuan 
(Purposive Sampling). Ke empat belas (14) responden tersebut dijadikan sebagai key informan, itu 
dikarenakan ke empat belas (14) pegawai tersebut mempunyai misi dalam bidangnya yakni yang 
berhubungan langsung dengan masyarakat penerima Program CBD-Bali Sejahtera Provinsi Bali. 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Program Community Based Development Bali Sejahtera Provinsi Bali merupakan Program 
Penanggulangan Kemiskinan (pronangkis) berbasis desa pakraman dengan upaya inovasi krama dan 
prajuru adat yang berperan sebagai perencana, pelaksana-pengelola dan pengawas kegiatan. 
Pemilihan desa pakraman sebagai media pengelolaan dan pelaksanaan program ini didasarkan atas 
teknis dan prosedural seperti: sistem kelembagaan, mekanisme yang sudah terbentuk, sistem 
komunikasi dan keorganisasian desa yang sudah ada, berjalan, berfungsi dan teruji. Desa Pakraman 
di Bali bersifat sosial-religius-magis, memiliki dasar hukum yang kuat dalam bentuk awig-awig 
(hukum adat). Desa Pakraman di Bali memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berperan 
penting dalam tatanan kehidupan masyarakat. Konsepsi filosofis Tri Hita Karana yang dianut secara 
luas di Bali dan memiliki interpretasi universal. Semua ini merupakan potensi dasar yang sangat 
efektif bagi desa pakraman untuk ikut dalam mengambil peran dan tanggung jawab dalam 
pembangunan, termasuk pengelolaan program-program penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut 
sejalan dengan orientasi dan tujuan hidup masyarakat Bali dan umat Hindu yaitu Mokshartam 
Jagadhita Ya Ca Iti Dharma, mewujudkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat (Wiradnyana, 
2007). 
Dilihat dari aspek perkembangan desa pakraman dan KK miskin penerima program CBD-Bali 
Sejahtera di masing-masing wilayah desa pakraman yang menjadi sasaran program CBD-Bali 
Sejahtera Provinsi Bali di Kabupaten Badung tahun 2007 ditampilkan dalam tabel berikut ini:  
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Tabel 1 
Perkembangan Jumlah KK dan KK miskin Penerima CBD di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung  
No. Kecamatan 
Awal Program 2001 Perkembangan per Juli 2007 
Jml KK KK Miskin KK Penerima Jumlah KK KK Miskin KK Penerima 
1 Abiansemal 10.161 1.179 645 10.198 1.883 859 
2 Mengwi 7.575 966 460 6.419 868 472 
3 Kuta Selatan 8.236 1.199 627 8.619 1.273 998 
4 Kuta 6.913 684 172 4.863 691 552 
5 Kuta Utara 8.255 853 527 8.749 883 814 
6 Petang 2.357 799 264 2.545 779 265 
  Jumlah 43.497 5.680 2.695 41.393 6.377 3.960 
Sumber: Bappeda Provinsi Bali, 2008  
Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa, dari 6 Kecamatan penerima Program 
CBD-Bali Sejahtera yang ada di Kabupaten Badung, jumlah KK penerima program mengalami 
peningkatan dari sebanyak 2.695 pada awal tahun 2001 menjadi 3.960 KK pada periode Juli 2007. 
Sedangkan jumlah KK miskin mengalami peningkatan yakni sebanyak 5.680 KK pada awal tahun 
2001 menjadi sebanyak 6.377 KK pada periode Juli 2007. 
Selanjutnya berdasarkan sebaran Desa Pakraman yang ada di Kabupaten Badung di masing-
masing kecamatan ditampilkan dalam tabel dibawah ini:  
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Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa, dari total 120 Desa Pakraman yang ada di Kabupaten 
Badung jumlah desa pakraman yang menerima Program CBD-Bali Sejahtera sebanyak 42 desa 
pakraman dengan rincian 9 Desa Pakraman di Kecamatan Abiansemal, 8 Desa Pakraman di 
Kecamatan Mengwi, 10 Desa Pakraman di Kecamatan Kuta Selatan, 5 Desa Pakraman di Kecamatan 
Kuta, 8 Desa Pakraman di Kecamatan Kuta Utara, dan 9 Desa Pakraman di Kecamatan Petang.   
Untuk menganalisis Efektivitas Program CBD-Bali Sejahtera Provinsi Bali dalam 
Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Badung, dipergunakan metode matematika dan statistik 
sederhana yaitu:  
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Tabel 2 
Sebaran Desa Pakraman yang ada di Kabupaten Badung  
No Kecamatan Jumlah Desa Pakraman Jumlah Desa Pakraman Penerima Program 
1 Abiansemal 32 9 
2 Mengwi 38 8 
3 Kuta Selatan 10 10 
4 Kuta 5 5 
5 Kuta Utara 8 8 
6 Petang 27 9 
  Jumlah 120 42 
Sumber: Bappeda Provinsi Bali, 2010  
Berdasarkan metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi, 
hasil temuan dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini.  
Tabel 3 
Efektivitas Program CBD-Bali Sejahtera di 6 Kecamatan di Kab.Badung Tahun 2007  
No Kecamatan Jumlah KK Miskin 
Jumlah KK 
Penerima CBD 
Efektivitas per Juli 
2008 (%) 
1 Abiansemal 1.883 859 45,62 
2 Mengwi 868 472 54,38 
3 Kuta Selatan 1.273 998 77,34 
4 Kuta 691 552 79,88 
5 Kuta Utara 883 814 92,19 
6 Petang 779 265 34,02 
  Rata-rata 6.377 3.960 62,01 
Sumber: Laporan Monev CBD-Bali Sejahtera (data diolah)  
Tabel 3 diatas menjelaskan bahwa 4 dari 6 kecamatan di Kabupaten Badung telah 
memanfaatkan program CBD-Bali Sejahtera dengan cukup baik yang dapat dilihat dari tingkat 
efektivitas di 4 kecamatan tersebut. Sedangkan untuk kecamatan Abiansemal, dan Petang tingkat 
efektivitas pemanfaatan program CBD-Bali Sejahtera dikatakan masih rendah dengan tingkat 
efektivitas dibawah 50 persen yaitu masing masing hanya sebesar 45,62 dan 34,02 persen. Hal ini 
disebabkan oleh tidak aktifnya TPP (Tim Pengelola Program) dan Prajuru Desa untuk mengelola 
program dimana masih dapat sisa dana Program CBD yang mengendap di LPD. Namun program 
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CBD-Bali Sejahtera di Kabupaten Badung memiliki rata rata tingkat efektivitas penanggulangan 
kemiskinan yang masih dalam kategori cukup tinggi karena berada diatas 51 persen yaitu sebesar 
62,01 persen. 
Data diatas kemudian dikuatkan dengan mewawancarai Key Informan dari Masyarakat 
Penerima Program CBD-Bali Sejahtera di Kabupaten Badung yang terdiri dari 2 orang Tim 
Pengelola Program, 3 orang Tokoh Masyarakat dan 7 orang Masyarakat (krama). Berdasarkan hasil 
wawancara dengan Tim Pengelola Program CBD-Bali Sejahtera di Kabupaten Badung  mengatakan 
bahwa Program CBD (Community Based Development) Bali Sejahtera merupakan hasil pemikiran 
dari pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis desa pakraman, yang diharapkan 
bermanfaat sebagai arah dan panduan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi suatu 
kegiatan yang berbasis partisipasi dan pelibatan para pelaku yang berkomitmen dalam pengangkatan 
harkat hidup keluarga miskin, khususnya di Provinsi Bali.  
Di sisi lain juga merupakan salah satu bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam 
mengimplementasikan gerakan penanggulangan kemiskinan. Disinggung mengenai efektivitas 
program ini di Kabupaten Badung, beliau mengatakan masyarakat sangat antusias dalam mengikuti 
program ini di bawah naungan Desa Pakraman setempat, hal ini dapat dicerminkan dari partisipasi 
dan masukan masukan tentang pengelolaan program berbasis Desa Pakraman ini (I Made Rasna, 
Laporan Program CBD-Bali Sejahtera Kabupaten Badung). 
Sementara itu Ketua Tim Pengelola Program CBD-Bali Sejahtera Kabupaten Badung 
mengatakan Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan, telah diuraikan 
perkembangan pengelolaan program di enam kecamatan di Kabupaten Badung. Dan terlihat bahwa 
pada awal program jumlah KK miskin adalah sebesar 5.680 KK, dimana KK miskin yang telah 
memanfaatkan dana Program CBD mencapai 2.695 KK dan sisanya 2.985 KK merupakan KK 
tunggu. Dalam perkembangan bulan juli 2007, jumlah KK miskin yang telah memanfaatkan dana 
program CBD juga meningkat menjadi 3.960 KK dan sisanya 2.418 KK merupakan KK tunggu. 
Di Kecamatan Abiansemal terdapat 32 Desa Pakraman dan sampai dengan tahun 2007 baru 9 
Desa Pakraman di Kecamatan Abiansemal yang telah menerima program CBD-Bali Sejahtera, 
sisanya 23 Desa Pakraman belum menerima program CBD. Terdapat peningkatan bahwa ada 
peningkatan jumlah KK miskin pada Juli tahun 2008, dari jumlah KK miskin awal sebesar 1.179 KK 
menjadi 1.883 KK. Sedangkan untuk KK penerima ada peningkatan dari 645 KK pada awal program 
menjadi 859 KK pada Juli tahun 2008, dan jumlah KK miskin di kecamatan abiansemal paling besar 
diantara 6 kecamatan lainnya.  
Di Kecamatan Kuta terdapat 5 Desa Pakraman dan sampai dengan tahun 2007 seluruh Desa 
Pakraman di Kecamatan Kuta telah menerima program CBD-Bali Sejahtera. Terlihat bahwa ada 
peningkatan jumlah KK miskin pada Juli tahun 2008 sebesar 691 dari jumlah KK miskin awal 684 
KK. Sedangkan untuk KK penerima ada peningkatan dari 172 KK pada awal program menjadi 522 
KK pada Juli tahun 2008 dan memiliki jumlah KK miskin paling kecil diantara 6 kecamatan di 
Kabupaten Badung (I Ketut Astadarma, Laporan Program CBD-Bali Sejahtera Kabupaten Badung). 
Sementara itu, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Abiansemal mengatakan bahwa secara 
substansial ruang lingkup program penanggulangan kemiskinan seharusnya tidak saja menyangkut 
besarnya jumlah bantuan yang diberikan kepada sasaran, melainkan juga adanya upaya peningkatan 
kemampuan, kewenangan dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan program tersebut. 
Ditanyai mengenai efektivitas Program CBD-Bali Sejahtera di kabupaten Badung, beliau mengatakan 
bahwa keberadaan lembaga-lembaga tradisional (desa pakraman) yang bersifat sosio religious magis, 
sangat efektif mengambil alih peran dan tanggung jawab terhadap pengelolaan program-program 
pengentasan kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan orientasi dan tujuan hidup masyarakat Hindu 
yaitu Mokshartam Jagadhita Ya Caiti Dharma (mewujudkan kesejahteraan hidup di dunia dan di 
akhirat. Dengan adanya dasar filosofis tersebut, sampai saat ini masih relevan dan dianut secara luas 
di Bali, maka program pengentasan kemiskinan, melalui Program CBD-Bali Sejahtera lebih 
bermakna sebagai program pengentasan kemiskinan sebagai salah satu pemberdayaan sumber daya 
local (I Ketut Tantra Sudibya, Laporan Program CBD-Bali Sejahtera Kabupaten Badung). 
Kemudian Tokoh Masyarakat dari Kecamatan Mengwi mengatakan di dalam penyelenggaraan 
program CBD terlibat pelaku-pelaku program yang satu dengan yang lainnya tersusun dalam hirarki 
tugas yang saling terkait. Sebagai lembaga pengawas disepakati dari Bank Dunia dan Departemen 
Pemukiman dan Prasarana Wilayah RI, dan Lembaga Pelaksana Pemprov Bali c.q Bappeda Bali 
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yang mendelegasikannya kepada BUIP dan Pemimpin Proyek Program CBD dan inovatif yang 
bekerjasama dengan pihak ketiga (konsultan pendamping). Sedangkan pelaku yang ditugaskan untuk 
memverifikasi dan menilai keberhasilan Program adalah Tim Komite Program CBD. Tim Komite ini 
terdiri atas unsur-unsur perguruan tinggi, LSM, pers, dan tokoh masyarakat Bali. Ditanyai mengenai 
efektivitas program CBD ini di Kabupaten Badung beliau mengatakan bahwa adanya transparansi 
dalam pengelolaan dana program yang dilakukan oleh Desa Pakraman setempat kepada masyarakat 
penerima bantuan sehingga efektivitas yang diharapkan dapat tercapai (I Komang Putra Tresna, 
Laporan CBD-Bali Sejahtera Kabupaten Badung). 
Tokoh Masyarakat lainnya dari Kecamatan Kuta Utara mengatakan pola kebijakan 
penanggulangan kemiskinan Pemprov Bali merupakan perwujudan  dari amanat UUD 1945. 
Bertumpu dari hal tersebut beliau mengatakan 4 pola kebijakan penanggulangan kemiskinan yang 
digagas Pemprov Bali yaitu: Kebijakan perluasan kesempatan (promoting opportunity), yakni 
pemerintah bersama sektor swasta dan masyarakat menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan 
berusaha bagi masyarakat miskin. Kebijakan pemberdayaan masyarakat (community empowerment), 
yakni pemerintah, sector swasta dan masyarakat memberdayakan masyarakat miskin dalam arti 
memandirikan dan memampukan agar kembali memperoleh hak-hak ekonomi, sosial dan politik, 
mengontrol keputusan yang menyangkut kepentingannya, menyalurkan aspirasi, mengidentifikasi 
masalah dan kebutuhannya sendiri. Kebijakan pengembangan kapasitas (capacity building), yakni 
pemerintah, sektor swasta dan masyarakat meningkatkan kapasitas atau kemampuan masyarakat 
miskin dan penguatan kelembagaan agar mampu berpartisipasi dalam aspek, mengambil prakarsa 
bagi kemajuan mereka sendiri, mampu bekerja dan berusaha agar lebih produktif untuk memenuhi 
kebutuhannya. Dan kebijakan perlindungan sosial (social protection), yakni pemerintah melalui 
kebijakan publik mengajak sektor swasta dan masyarakat memberikan perlindungan dan rasa aman 
bagi masyarakat miskin (I Made Lantur, Laporan CBD-Bali Sejahtera Kabupaten Badung). 
Pendapat diatas juga disetujui oleh 2 orang krama penerima program di Kecamatan Kuta Utara 
sepakat mengatakan bahwa mengenai efektivitas program khususnya di Kabupaten Badung 
Kecamatan Kuta Utara, keduanya berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam hal pemberian 
bantuan program ini sangat antusias memberikan masukan kepada pihak Desa Pakraman setempat, 
sehiungga terjadinya harmonisasi informasi yang berjalan dari pihak Desa Pakraman tersebut dengan 
masyarakat penerima program (I Wayan Pugeh dan I Nengah Sikir, Laporan CBD-Bali Sejahtera 
Kabupaten Badung). 
Dua krama penerima program di Kecamatan Abiansemal mengatakan guna menjamin 
keberhasilan tugas-tugas pengelolaan baik itu sebagai fasilitator, pendamping maupun Pembina 
dalam pelaksanaan CBD di Desa Pakraman, tidaklah cukup dengan pengetahuan tentang program 
saja, tetapi berupaya agar program CBD berhasil mencapai sasaran secara baik sesuai dengan tujuan 
yang telah digariskan. Oleh karena itu partisipasi, peran aktif dan pentingnya kesadaran terhadap 
posisi tugas pengelola CBD diharapkan mampu untuk mewujudkan komunikasi, koordinasi dan 
keterpaduan antara pemerintah dengan kebutuhan masyarakat desa pakraman. Ditanyai mengenai 
efektivitasnya, krama sangat merasakan bantuan yang diterima sehingga krama penerima mampu 
mendapatkan modal dalam usaha dan berketrampilan sesuai dengan potensinya masing-masing. 
( Kadek Suta dan Nyoman Sanjaya, Laporan CBD-Bali Sejahtera Kabupaten Badung). 
Dua orang krama penerima program lainnya dari Kecamatan Mengwi mengatakan bahwa 
program CBD ini memiliki potensi yang cukup dalam usaha meningkatkan kesejahteraan krama desa. 
Program CBD dikelola oleh organisasi pengelola program yang dibentuk oleh desa pakraman dan 
bertanggung jawab kepada desa pakraman sebagai lembaga. Penyimpangan atas pelaksanaan 
program, baik dilakukan oleh pengelola program maupun krama desa miskin yang menjadi sasaran, 
dapat dikenakan sanksi sesuai dengan awig awig dan perarem desa yang telah disepakati bersama 
dengan perarem (rapat) desa. Adanya monitoring secara berkelanjutan dan terprogram oleh Bappeda 
Bali, konsultan CBD/fasilitator masyarakat dan Komite Independen, atas pelaksanaan program ini 
secara langsung ke desa pakraman yang menjadi sasaran program. Krama mengatakan sangat 
merasakan perubahan pola hidup setelah menerima program ini sehingga mampu memenuhi 
kebutuhannya. (Gede Runa dan Kadek Kori, Laporan CBD-Bali Sejahtera Kabupaten Badung). 
Sementara pendapat terakhir dari krama penerima program di Kecamatan Kuta Selatan 
mengatakan bantuan program CBD kepada Desa Pakraman, bukan merupakan bantuan yang tetap, 
konstan melainkan lebih merupakan perangsang maju ekonomi rakyat, bantuan kemanusiaan 
pemerintah kepada penduduknya yang masih menderita (miskin). Disinggung mengenai 
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efektivitas program CBD di Kabupaten Badung, beliau berpendapat program CBD-Bali Sejahtera 
dilaksanakan di desa pakraman dengan harapan membantu penduduk miskin di Bali, meningkatkan 
produktivitas ekonominya menjadi mandiri dan hidup sejahtera, sekaligus memberi arti pada 
bertemunya elemen pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan serta diharapkan 
adanya pertanggungjawaban dalam bentuk laporan dari desa pakraman penerima program guna 
mengevaluasi program tersebut (I Gede Mara, Laporan CBD-Bali Sejahtera Kabupaten Badung). 
V. SIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka diperoleh simpulan sebagai berikut: 
Efektivitas Program CBD-Bali Sejahtera Provinsi Bali yang diterapkan dalam menanggulangi 
kemiskinan di Kabupaten Badung dikatakan sangat efektif walaupun terdapat 2 kecamatan dengan 
efektivitas program rendah. Namun secara rata rata tingkat Efektivitas Program CBD-Bali Sejahtera 
dari 49 Desa Pakraman yang terdapat di 6 kecamatan di Kabupaten Badung dikatakan tinggi dengan 
persentase tingkat efektivitas diatas 51 persen yaitu sebesar 62,01 persen. Ini berarti, secara umum 
keberlanjutan program CBD-Bali Sejahtera di Kabupaten Badung dikatakan sudah berjalan baik 
meskipun dalam perjalanannya masih banyak ditemui kendala kendala seperti adanya keterlambatan 
pencairan dana program dan kurang aktifnya Tim Pengelola Program. 
Peran Bappeda dalam Program CBD-Bali Sejahtera Provinsi Bali adalah sebagai lembaga 
pelaksana yang bertugas mengkoordinasikan komponen-komponen yang terdapat dalam program 
CBD meliputi Tim Komite Independen, Konsultan, Tim Pelaksana Bantuan Teknis dan Tim 
Monitoring dan Evaluasi. Peran tersebut sesuai dengan penjabaran visi Bappeda Provinsi Bali yang 
mengacu pada terwujudnya Bappeda yang professional, berkulitas dan partisipatif dalam perencanaan 
pembangunan daerah yang berlandaskan falsafah Tri Hita Karana serta misi Bappeda Provinsi Bali 
yang salah satunya adalah meningkatkan pengendalian/monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Efektivitas Program CBD-Bali Sejahtera di Kabupaten Badung dirasakan cukup tinggi. Hal ini 
dapat dilihat dari indikator kualitas dengan ukuran mutu pelaksanaan program yang dikategorikan 
cukup baik, tingkat keberhasilan program yang cukup baik, adanya perubahan struktur kehidupan di 
masyarakat secara signifikan mengalami peningkatan setelah menerima program, serta waktu dari 
pelaksanaan program yang berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana. Sedangkan dinilai dari 
indikator kuantitas, jumlah pendapatan masyarakat sebelum menerima program ini dikatakan masih 
dibawah standar akan tetapi setelah menerima program ini jumlah pendapatan masyarakat mengalami 
perubahan serta tersedianya kesempatan kerja. Dinilai dari indikator kemiskinan relatif pengaruh 
kebijakan Pemerintah Provinsi dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat berperan besar 
dengan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat berbasis desa pakraman sehingga distribusi 
pendapatan masyarakat mengalami peningkatan secara signifikan tergantung dengan pemanfaatan 
program yang ada. Dinilai dari indikator kemiskinan struktural, arah kebijakan negara yang berpijak 
kepada masyarakat miskin sangat diperlukan dengan harapan adanya perubahan angka kemiskinan ke 
arah penurunan serta dirasakan pentingnya perlindungan hukum dan pemerintah bagi setiap 
masyarakat yang ada. Dinilai dari indikator kemiskinan kultural, pada dasarnya karakter dan budaya 
bangsa kita memang masih belum mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki bangsa dengan baik 
serta gaya hidup dan kebiasaan yang kurang adanya sifat-sifat kreatif dan inovasi dalam menciptakan 
sesuatu yang baru. Sedangkan dinilai dari indikator kemiskinan absolute, tingkat pendapatan 
masyarakat yang dikategorikan miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata 
serta tingkat kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kurang. Namun 
upaya ini dapat diatasi dengan adanya perhatian dari pemerintah kepada masyarakat salah satunya 
dengan dilaksanakannya berbagai program penanggulangan kemiskinan. Hal ini dilihat dari 
perubahan produktivitas ekonomi dari masyarakat penerima program yang merasakan 
adanya peningkatan pendapatan setelah menerima program CBD-Bali Sejahtera. 
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